BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI 
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2014 berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2015-2016. Bab ini juga membahas mengenai tantangan perekonomian Sulawesi Tenggara serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Sehubungan dengan hal itu dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2016 ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tenggara. Visi Sulawesi Tenggara yang akan dicapai adalah “MEWUJUDKAN SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING 2013-2018” dan menjalankan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, 
2. Pembangunan Ekonomi, 

3. Revitalisasi Pemerintahan Daerah,

4. Memantapkan Pembangunan Kebudayaan Daerah serta,
5. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis.

Secara singkat maksud pelaksanaan Misi/Agenda Utama Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta iman dan takwa.

b. Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk membangun perekonomian masyarakat secara nyata melalui usaha-usaha pragmatis dengan mendorong pembangunan sektor riil dan meningkatkan nilai tambah berdasarkan potensi yang berada disekitarnya.

c. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparat pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.
d. Pembangunan Kebudayaan; dimaksudkan untuk memperkokoh identitas dan jati diri, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, sumber inspirasi pembangunan serta mendorong sektor pariwisata yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya potensi budaya setempat.

e. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Kawasan Strategis; dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur wilayah secara terpadu, mengembangkan infrastruktur perekonomian yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan simpul-simpul perekonomian  serta pembangunan infrastruktur kawasan strategis untuk mendukung peningkatan nilai tambah sumberdaya alam.

Adapun arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Bidang Pertanian
1) Peningkatan kemampuan/kualitas sumberdaya manusia pertanian;
2) Peningkatan pengembangan infrastruktur pertanian dan optimalisasi pemanfaatan lahan dalam mendukung ketahanan pangan;
3) Mengembangkan sistem akses pemasaran komoditas hasil pertanian;
4) Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air secara lestari, dengan menetapkan skala prioritas kawasan pengembangan, mendorong pola partisipatif, menggalang sinergi dan meningkatkan mutu koordinasi, pemberdayaan kelembagaan dan sumberdaya manusia  pertanian;
5) Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian sekaligus pendapatan pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi diversifikasi dan rehabilitasi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
6) Peningkatan keamanan pangan asal ternak dan penanggulangan penyakit pada ternak;  
7) Revitalisasi sistem pembibitan ternak, meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal dan memperkuat kelembagaan peternakan disemua lapisan dan otoritas veteriner;
8) Mengembangkan sistem akses pemasaran hasil peternakan;
9) Peningkatan penyebarluasan informasi dan rekayasa teknologi peternakan.
Bidang Perkebunan dan Hortikultura
1) Penerapan budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan melalui perluasan peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, teknologi pembibitan, penggunaan sarana produksi secara tepat guna, optimalisasi lahan, pengendalian OPT dan sertifikasi lahan;
2) Penerapan budidaya tanaman hortikultura berkelanjutan melalui perluasan peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, teknologi pembibitan, penggunaan sarana produksi secara tepat guna, optimalisasi lahan, pengendalian OPT dan sertifikasi lahan;
3) Mendorong minat investasi dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
4) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, antara lain : LEM Sejahtera;
5) Pembangunan kawasan komoditi unggulan terpadu;
6) Peningkatan kualitas dan kuantitas public good melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur seperti : pembangunan jalan produksi dan jalan desa.
Bidang Kehutanan
1) Melaksanakan padu serasi kawasan hutan melalui  perencanaan makro, pemantapan dan pengukuhan kawasan hutan;
2) Melaksanakan penataan organisasi pengelolaan kawasan hutan melalui fasilitasi pembentukkan lembaga kehutanan;
3) Memberikan kepastian penggunaan kawasan hutan melalui perizinan, rekomendasi, pertimbangan teknis dan evaluasi;
4) Rehabilitasi hutan dan lahan melalui reboisasi, reklamasi, restorasi dan penghijauan;
5) Revitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, debirokratisasi, transparansi mekanisme dan biaya;
6) Mengembangkan sertifikasi hasil hutan dan turunannya melalui pengelolaan hutan produksi lestari;
7) Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui pengembangan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan desa;
8) Pelestarian, pengembangan dan promosi potensi jasa lingkungan melalui identifikasi, inventarisasi dan sosialisasi potensi kawasan hutan;
9) Penegakan hukum secara konsisten melalui pengamanan dan perlindungan kawasan hutan.
Bidang Energi
1) Meningkatkan supply energi melalui kajian kebutuhan energi;
2) Memperbaiki distribusi melalui pembinaan dan pengawasan bidang minyak dan gas bumi;
3) Meningkatkan gerakan hemat energi melalui sosialisasi dan konversi minyak ke gas elpiji;
4) Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan melalui pengembangan energi baru dan terbarukan;
5) Membangun infrastruktur kelistrikan melalui pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan transmisi.

Bidang Pertambangan
1) Menciptakan iklim yang baik bagi investasi bidang sumberdaya mineral  melalui pengawasan dan pembinaan pengusahaan di bidang energi dan sumberdaya mineral;
2) Mendukung penelitian dan pengembangan potensi sumberdaya mineral  melalui penyebarluasan data dan informasi potensi sumberdaya mineral serta pengembangan industri pengolahan;
3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan potensi Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) melalui pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha pertambangan rakyat;
4) Mendukung penelitian dan pengembangan bidang energi dan sumberdaya mineral melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar potensi sumberdaya mineral;
5) Kerjasama antar sektor dalam hal pengembangan infrastruktur dasar wilayah melalui koordinasi antar sektor di bidang pertambangan.
Bidang Kelautan dan Perikanan
1) Optimalisasi hasil produksi perikanan tangkap serta revitalisasi dan pembangunan pelabuhan perikanan melalui pengembangan kawasan industri perikanan terpadu, motorisasi, peningkatan jumlah armada dan alat tangkap, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan;
2) Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar berbasis komoditi unggulan melalui ekstensifikasi, rehabilitasi dan revitalisasi lahan budidaya serta peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan;
3) Pengembangan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan Balai Benih Perikanan melalui penyediaan induk unggul, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana, penerapan sertifikasi perbenihan serta penguatan kelembagaan UPR;
4) Peningkatan mutu hasil perikanan melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;
5) Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan melalui penetapan industri perikanan terpadu dan pengembangan infrastruktur;
6) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan melalui pelatihan, magang dan penguatan kelembagaan;
7) Pengelolaan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui pengembangan rencana strategis pesisir dan pulau-pulau kecil dan penetapan kawasan konservasi laut daerah;
8) Pendayagunaan pulau-pulau kecil melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar pulau-pulau kecil;
9) Pengembangan sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi pengawasan masyarakat, operasi pengawasan secara reguler dan terpadu, serta peningkatan sarana prasarana pengawasan.
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
1) Penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan produktif melalui pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaan;
2) Peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui antar kerja lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara;
3) Peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui penyelesaian perselisihan secara bipartit serta peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Pekerja/Buruh;
4) Peningkatan intensitas dan kualitas melalui pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum;
5) Pembangunan permukiman baru pada kawasan strategis dan kawasan tertinggal melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk pengembangan kawasan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi;
6) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat trasmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan kapasitas menuju kemandirian;
7) Melakukan transformasi kesempatan kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier melalui pengembangan pasar kerja, mengembangkan kebijakan pada sektor sekunder, dan tersier serta pembukaan lapangan kerja baru;
8) Meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan kerja dan sertifikasi serta penetapan Upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak;
9) Mengembangkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor pembangunan melalui pengembangan informasi pasar kerja, pengembangan kebijakan pendidikan dan pengembangan pelatihan berdasarkan permintaan; 

10) Mengembangkan regulasi dan penegakkan hukum ketenagakerjaan melalui pengembangan edukasi dan mediasi ketenagakerjaan;
11) Mengembangkan satuan-satuan pemukiman berbasis kawasan melalui perencanaan kawasan secara terpadu, clear and clean, dan pengembangan 4 layak.

Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1) Melaksanakan inisiasi penumbuhan industri menengah baru yang mengolah sumberdaya alam daerah melalui penyusunan rencana penumbuhan dan pengembangan, pengajuan anggaran, pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan;
2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha IKM melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan manajemen usaha;
3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha industri melalui penyuluhan, pendampingan, bimbingan teknis oleh tenaga fungsional penyuluh, fasilitator, TPL dan konsultan diagnosis IKM (Shindanshi);
4) Meningkatkan kemampuan teknologi industri melalui bantuan mesin dan peralatan serta investasi swasta;
5) Meningkatkan kemampuan teknologi industri melalui penyebaran informasi teknologi;
6) Meningkatkan kualitas produk industri melalui penerapan SNI, Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), PMT/GKM, ISO;
7) Meningkatkan daya saing produk industri melalui pengembangan label dan kemasan oleh Rumah Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

8) Meningkatkan pemasaran IKM melalui promosi dan pameran dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri;
9) Meningkatnya kemampuan permodalan IKM melalui fasilitasi bantuan permodalan;
10) Meningkatkan jumlah investasi industri skala besar di daerah melalui peningkatan informasi peluang investasi di sektor industri skala besar melalui penyusunan profil peluang investasi, pengembangan data base potensi komoditi, pameran investasi di dalam dan luar negeri, penyediaan kawasan industri;
11) Penyediaan prasarana dan sarana perdangangan melalui pembangunan pasar, penyediaan sarana pergudangan;
12) Meningkatkan jumlah eksportir di daerah melalui pengembangan kapasitas pengusaha;
13) Meningkatkan jumlah produk komoditas ekspor melalui pengembangan jenis komoditas;
14) Meningkatkan informasi pasar produk ekspor daerah melalui media pomosi dan pameran dalam negeri, negara tujuan ekspor potensial serta pameran internasional;
15) Peningkatan pengawasan barang dan jasa beredar melalui tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, monitoring, pengembangan laboratorium UPTD Metrologi dan pengembangan kapasitas PPNS;
16) Pengembangan pemahaman tentang perlindungan konsumen melalui sosialisasi, fasilitasi perlindungan konsumen;
17) Pengujian dan sertifikasi produk/komoditi melalui optimalisasi peran dan fungsi UPTD BPSMB.
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
2) Peningkatan kualitas daerah tujuan wisata dan industri pariwisata yang berkelanjutan;
3) Penguatan sinergitas keterpaduan pemasaran dan promosi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha;
4) Peningkatan kreativitas karya seni pertunjukan;
5) Peningkatan apresiasi, inovasi produk dan kemampuan kewirausahaan;
6) Melakukan tata kelola administrasi dan manajemen melalui optimalisasi sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan kinerja tugas dan fungsi.

Bidang Lingkungan Hidup
1) Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam melalui pendidikan teknis dan sertifikasi;
2) Rekruitmen tenaga teknis bidang lingkungan hidup melalui seleksi berbasis kebutuhan dan kompetensi;
3) Peningkatan koordinasi antara kelembagaan provinsi dan kabupaten/kota melalui pembinaan dan pengawasan;
4) Mengembangkan sistem pelayanan prima melalui debirokratisasi dan PTSP;
5) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan melalui penetapan regulasi, mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP), kajian lingkungan hidup strategis, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Pengelola  Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
6) Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan  kajian dampak lingkungan hidup.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan PDRB

Perkembangan perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2014 tumbuh sebesar 5,31% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang dapat tumbuh mencapai 5,86% (yoy). Melambatnya perekonomian Sulawesi Tenggara disebabkan oleh terkontraksinya ekspor luar negeri seiring dengan pelarangan ekspor nikel mentah (ore) sejak diberlakukannya Undang - Undang Minerba pada 12 Januari 2014 yang lalu. Selain itu, meningkatnya inflasi seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi menyebabkan perlambatan pada aktivitas konsumsi rumah tangga sehingga menahan laju perekonomian pada periode tersebut. Sementara itu dari sisi penawaran, melambatnya kinerja sektor pertanian dan sektor konstruksi menjadi penyebab perlambatan perekonomian di Sulawesi Tenggara.

Dengan kinerja tersebut, maka sepanjang tahun 2014 perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 6,26% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang dapat tumbuh sebesar 7,51% (yoy). Meskipun mengalami perlambatan, namun tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tercatat masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan IV 2014 tercatat tumbuh sebesar 5,01% (yoy) dan untuk tahun 2014 hanya tumbuh 5,02% yoy.  Adapun sektor ekonomi utama di Sulawesi Tenggara selama tahun 2014 adalah sector pertanian (pangsa sebesar 22,95%), sektor pertambangan (pangsa 20,49%), sektor konstruksi (pangsa 12,87%) dan sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa sebesar 12,06%). Pada triwulan IV 2014 sektor ekonomi utama tersebut, kecuali sektor pertambangan, masih menopang perekonomian dimana kontribusi sektor konstruksi sebesar 1,21% dari 5,86% (yoy), sektor industri pengolahan sebesar 1,07% dari 5,86% (yoy), dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 1,00% dari 5,86% (yoy), lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar berikut ini :
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Gambar 3.1

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014
Sumber : BPS Prov. Sultra, 2008-2014
Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga diakibatkan karena dari sisi penawaran/produksi hampir semua sektor ekonomi mengalami penurunan pertumbuhan terutama sektor pertanian dan pertambangan dan dari sisi permintaan/penggunaan ekspor neto pengalami penurunan pertumbuhan hingga mencapai dua persen karena ekspor menurun sementara impor meningkat. 

3.1.1.2 Tingkat Kemiskinan

Meskipun kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara mengalami perlambatan, angka kemiskinan terjadi penurunan, hal itu disebabkan oleh  kondisi ketenagakerjaan yang menunjukkan adanya perbaikan. Perbaikan ketenagakerjaan tersebut antara lain terlihat dari meningkatnya jumlah orang yang bekerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Walaupun demikian, tingkat pengangguran sedikit meningkat karena penambahan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Sebaliknya, kondisi kesejahteraan mengalami penurunan karena berkurangnya penghasilan masyarakat seiring dengan perlambatan kinerja sektor pertanian. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi di akhir tahun menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Walaupun demikian, tingkat kemiskinan semakin menurun seiring dengan berbagai kebijkan seta program  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan.
Dalam beberapa tahun terakhir ini tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara mengalami trend penurunan dari sebesar 21,45 persen tahun 2005 menjadi 12,77 persen tahun 2014. Demikian pula jumlah penduduk miskin Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun semakin menurun, yaitu dari sebesar 450.500 jiwa pada tahun 2005 menurun hingga mencapai 314.090 jiwa pada tahun 2014. Namun penurunan persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun belum dapat melampaui penurunan tingkat kemiskinan nasional. Dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan nasional terus menurun dari 15,97 persen tahun 2005 terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 10,96 persen tahun 2014.
       Penurunan persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh semakin meningkatnya perekonomian masyarakat yang ditandai dengan pengeluaran perkapita masyarakat yang semakin meningkat dan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan. Strategi pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia meliputi : 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Program bantuan sosial berbasis individu, rumah tangga atau keluarga, antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM); 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat, yaitu : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR); 4) Membentuk sinergi kebijakan dan Program penanggulangan kemiskinan melalui Program pro-rakyat lainnya untuk mendukung kemiskinan, antara lain : Program rumah murah, transportasi murah dan lain-lain. 

Upaya menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu melalui Program Bahteramas dengan 3 (tiga) komponen utamanya yaitu : (1) Bantuan biaya pengobatan gratis sampai dengan rawat inap kelas 3; (2) Bantuan biaya operasional sekolah (BOP); (3) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan sebesar Rp. 100 juta dan kecamatan sebesar Rp. 50 juta. Upaya penyempurnaan program terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat miskin. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara secara signifikan. Dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan. Jumlah dan trend penurunan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara dapat di lihat pada gambar berikut ini :
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Gambar 3.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap
Persentase Penduduk Miskin Nasional, Tahun 2005-2014
Sumber : BPS Prov. Sultra, Susenas 2005-2014
3.1.1.3 Pangsa Angkatan Kerja 
Pada triwulan IV 2014, penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dimana indeks penyerapan tenaga kerja di triwulan IV 2014 mencapai 1,79%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang sebesar -1,29%  Membaiknya kondisi ketenagakerjaan juga terlihat dari data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, baik dari sisi jumlah orang yang bekerja maupun dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Selama setahun, dari Agustus 2013 sampai dengan Agustus 2014, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 40.188 orang atau tumbuh sebesar 4,03%,(yoy). Dengan demikian, TPAK di Agustus 2014 mencapai 66,87%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang hanya mencapai 65,91%.
Secara sektoral, sektor pertanian, sektor jasa dan sektor perdagangan dan rumah makan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Tenggara dengan pangsa masing-masing sebesar 42,62%, 18,89% dan 18,65%  Meskipun demikian, peningkatan terbesar terjadi pada sektor konstruksi dengan pertumbuhan tenaga kerja sebesar 12,81% (yoy). Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya kegiatan investasi baik dalam bidang infrastruktur maupun pembangunan smelter nikel. Sebaliknya, penurunan terbesar terjadi di sektor pertambangan sebesar 13,2% (yoy) setelah adanya pembatasan ekspor mineral mentah sesuai dengan UU Minerba tahun 2014. 
Meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, namun jumlah penduduk yang menganggur juga meningkat. Pada Agustus 2014, jumlah penduduk yang menganggur meningkat sebanyak 2.374 orang, atau sebesar 5,19%, (yoy). Karena peningkatan penduduk yang menganggur lebih besar daripada peningkatan penduduk yang bekerja maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara juga meningkat dari 4,38% (Agustus 2013) menjadi 4,43% (Agustus 2014). Bertambahnya penduduk yang menganggur juga tercermin dari jumlah lapangan pekerjaan yang berkurang. Dari hasil Survei Konsumen, masyarakat merasakan bahwa terjadi penurunan ketersediaan lapangan pekerjaan di triwulan IV 2014.
Penduduk yang bekerja pada Tahun 2014 mengalami penurunan mencapai 968.949 orang bila dibanding keadaan Tahun 2013 sebesar 975.879 orang. Jumlah pengangguran pada Tahun 2013 mengalami peningkatan sekitar 45.243 orang jika dibanding keadaan Tahun 2012 yang mengalami penurunan jumlah kemiskinan sebesar 41.078 orang dari Tahun 2011. Kondisi tingkat pengangguran dapat di lihat pada gambar berikut ini :
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Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2008-2014
Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2008-2014
Pada gambar tersebut di atas bahwa terjadi peningkatan angka pengangguran di Sulawesi Tenggara tahun 2014 menjadi 4,43 persen bila dibandingkan tahun 2013 mencapai 4,38 persen dengan persentase kenaikan 0,05 persen. Peningkatan angka pengangguran tersebut disebabkan karena terjadi penurunan kontribusi sektor pertambangan yang dalam kurun waktu dua tahun ini memberikan sumbangan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.
Untuk melihat perkembangan jumlah penduduk yang telah bekerja dapat juga di lihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja, yang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya, dalam tahun 2011 sampai tahun 2013, namun pada tahun 2014 walaupun tidak setinggi tahun sebelumnya namun mengalami peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja, hal ini dapat ditunjukkan pada gambar 3.4 berikut :
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Gambar 3.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2008-2014
Sumber : BPS Prov. Sultra, Tahun 2008-2014
Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan, pada tahun 2008 mencapai 69,96 persen menjadi 71,84 persen tahun 2009, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 65,79 persen pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 tingkat partisipasi angkatan kerja, kembali mengalami peningkatan 66,87. Hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang terus berupaya dalam memberi kemudahan dan jaminan keamanan bagi kegiatan investasi. 
3.1.1.4 Agregat Supply

Secara umum PDRB menurut sektor usaha atau dari sisi penawaran dibedakan atas sembilan sektor kelompok usaha yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik/gas/air bersih; (5) konstruksi dan bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) jasa-jasa. Kesembilan sektor ini mempunyai saling keterkaitan yang erat di mana apabila salah satu kelompok mengalami perubahan maka kelompok lainnya juga akan ikut berubah. 

Dari sisi penawaran (supply side) PDRB Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2014 masih didominasi oleh sektor pertanian, namun kecenderungan mengalami penurunan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2008 mencapai 36,44 persen dan pada tahun 2012 mencapai 30,62 persen serta pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian mencapai 29,87 persen, dan tahun 2014 hanya mencapai 29,39 %. Penurunan kontribusi sektor pertanian karena menurunnya produksi dan produktifitas beberapa komoditas selama kurun waktu tahun 2008-2014, juga hal tersebut juga disebabkan karena meningkatnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1
PDRB Menurut Sektor Usaha/Sisi Penawaran
di Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2007-2014
	No.
	Sektor-sektor Ekonomi
	Tahun

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Pertanian
	38,12
	36,44
	35,02
	33,16
	31,71
	30,52
	29,87
	29,39

	2.
	Pertambangan dan Penggalian
	4,81
	4,6
	4,28
	5,09
	6,08
	7,76
	7,75
	6,49

	3.
	Industri Pengolahan
	7,9
	7,62
	6,43
	7,13
	6,93
	6,36
	6,12
	6,01

	4.
	Listrik, Gas dan Air Bersih
	0,94
	0,87
	0,93
	0,93
	0,93
	0,98
	1,08
	1,14

	5.
	Konstruksi/Bangunan
	6,92
	7,4
	7,72
	7,99
	8,56
	8,79
	8,9
	9,43

	6.
	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	15,22
	16,26
	17,45
	18,02
	18,62
	19,09
	19,75
	20,26

	7.
	Pengangkutan dan Komunikasi
	8,17
	8,46
	9,26
	9,34
	9,21
	8,98
	8,84
	8,72

	8.
	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
	5,04
	5,38
	5,3
	5,44
	5,93
	5,97
	6,25
	6,36

	9.
	Jasa-jasa
	12,88
	12,97
	13,61
	12,89
	12,03
	11,56
	11,44
	12,19


Sumber : BPS Prov. Sultra, 2014
3.1.1.5 Agregat Demand

Secara umum PDRB menurut penggunaan dibedakan atas tiga kelompok yaitu kelompok konsumsi, kelompok investasi dan kelompok penggunaan di luar wilayah (rest of the world) neto. Ketiga kelompok ini mempunyai saling keterkaitan yang erat dimana apabila salah satu kelompok mengalami perubahan maka kelompok lainnya juga akan ikut berubah. 

Dari sisi permintaan (demand side) PDRB Sulawesi Tenggara tahun 2014 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi sebesar 79.4 persen yang terdiri dari 53,56 persen pengeluaran konsumsi rumah tangga (termasuk konsumsi lembaga swasta nirlaba) dan 25,46 persen pengeluaran konsumsi pemerintah. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori yang pada dasarnya merupakan komponen investasi mengalami kenaikan mencapai 38,45 persen dari tahun 2013 yang mencapai 33,77 persen. Ekspor neto tahun 2014 mengalami devisit sekitar 69,13 persen yang mana nilai ekspor mengalami penurunan sedangkan nilai impor mengalami peningkatan.
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Gambar 3.5
PDRB Sulawesi Tenggara Menurut Komponen Penggunaan/Sisi Permintaan
Tahun 2012-2014
Sumber: BPS Prov. Sultra tahun 2014
3.1.1.6 PDRB  Per Kapita dan Distribusi Pendapatan

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat di lihat dari besarnya PDRB per kapita, yang dihitung berdasarkan total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, terkait dengan hal itu sebagaimana ketentuan yang baru bahwa sejak bulan Februari 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penghitungan PDRB dengan tahun dasar baru yaitu tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar 2010 kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena selain merubah harga tahun dasar, pada saat yang bersamaan juga mengimplementasikan rekomendasri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait konsep, cakupan dan metodologi yang tertuang dalam System of National Account 2008 (SNA 2008). Akibat perubahan tahun dasar tersebut PDRB sisi penawaran yang semula terdiri dari 9 sektor berubah menjadi 17 sektor, sehubungan denga hal itu maka untuk menjaga konsistensi penggunaan angka PDRB dalam tahun 2010 digunakan tahun dasar 2010.
Perkembangan PDRB sulawesi Tenggara menunjukan trend peningkatan pada setiap tahunnya,  PDRB per kapita penduduk Sulawesi Tenggara berdasarkan harga berlaku tahun 2014 telah mencapai 32,115 juta rupiah, meningkat bila dibandingkan tahun 2013 yang baru mencapai 30,094 juta rupiah. Tren peningkatan pendapatan perkapita masyarakat atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan disajikan pada gambar berikut :
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Gambar 3.6.
Perkembangan Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat Sulawesi

Tenggara Tahun 2007-2013
Sumber: BPS Prov. Sultra Tahun 2014
Gambar tersebut di atas, memberikan informasi bahwa kesejahteraan  penduduk Sulawesi Tenggara selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014  mengalami peningkatan. Fakta ini mengambarkan pula bahwa strategi dan  kinerja pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersama  masyarakat di daerah ini telah memberikan manfaat terhadap perekonomian  daerah, khususnya kesejahteraan masyarakat.
3.1.1.7 Laju  Inflasi

Dalam beberapa tahun terakhir inflasi Sulawesi Tenggara cenderung berada di atas rata-rata inflasi nasional. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada jalannya roda perekonomian.  Laju inflasi di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2014, tercatat sebesar 7,39 persen (yoy). Kenaikan laju inflasi Sulawesi Tenggara sejalan dengan meningkatnya laju inflasi yang terjadi baik di Kota Kendari maupun di Kota Baubau. Peningkatan tekanan inflasi tersebut terutama bersumber dari komponen administered prices dan volatile food. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengendalikan inflasi melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) yang sudah terbentuk.
Laju inflasi di Sulawesi Tenggara yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen di Kota Kendari pada beberapa tahun terakhir ini selalu lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pertumbuhan yang telah dicapai. Laju inflasi tahun 2010-2014 dapat terlihat pada Gambar berikut :
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Gambar 3.7.
Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014
Sumber: BPS Prov. Sultra, 2014
Gambar tersebut menunjukkan laju inflasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2010-2014 mengalami trend meningkat. Secara umum inflasi cukup terkendali pada tahun 2010 mencapai 3,87 persen dan pada tahun 2011 naik mencapai 5,09 persen, dan tahun 2014 kembali naik hingga mencapai 7,39 persen.
3.1.1.8 Target Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 dan Tahun 2017
Perkembangan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014, yang menunjukkan perkembangan yang cukup positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini ditandai dengan capaian-capaian indikator makro ekonomi yang semakin baik dari tahun ke tahun.
Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkualitas minimal mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan mengurangi pengangguran serta mengurangi tingkat kemiskinan sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian Sulawesi Tenggara sebagaimana Visi Pembangunan Daerah 2013-2018.

Meningkatkan pertumbuhan di atas rata-rata enam persen hingga mencapai delapan merupakan tantangan tersendiri bagi perekonomian Sulawesi Tenggara. Mengingat beberapa sector perekonomian mengalami pelambatan kinerja, khususnya sector pemicu seperti bidang pertambangan. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas delapan persen yang sudah dicapai pada tahun 2010 dan di atas 10 persen tahun 2012. Namun pada tahun 2013 dan tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga mencapai 6,24 persen. Hal ini penting dilakukan untuk dapat mengejar ketertinggalan di Bidang ekonomi yang saat ini masih relatif kecil dibanding rata-rata provinsi secara nasional. Sebagaimana rekomendasi World Bank dalam laporan Public Expenditure Analysis tahun 2014 untuk memelihara stabilitas pertumbuhan di atas rata-rata delapan persen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Revitalisasi Pertumbuhan Sektor Pertanian
Peran sektor pertanian semakin menyusut disertai dengan rata-rata pertumbuhan yang semakin lamban. Peran sektor pertanian semakin menurun pada periode 2008-2013, yakni dari semula di atas 36 persen menjadi tinggal 29 persen tahun 2014, atau menurun hampir sepuluh persen. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan pesat sektor industri melainkan juga karena semakin lambatnya rata-rata pertumbuhan sektor pertanian, yakni dari 6,3 persen per tahun (periode 2001-2006) menjadi hanya 3,9 persen per tahun (periode 2007-2014).  Pertumbuhan tinggi di Sulawesi Tenggara dapat dipertahankan dengan salah satunya dengan merevitalisasi pertumbuhan sektor pertanian setidaknya ke tingkat pertumbuhan rata-rata yang pernah dicapai pada periode 2001-2006. 

b. Menjaga Keberlanjutan Pertumbuhan Tinggi Sektor Industri

Pada Tahun 2014 meskipun perekonomian Sulawesi Tenggara mengalami perlambatan, namun pada triwulan IV 2014 sektor industri pengolahan tercatat tumbuh sebesar 18,66% (yoy), tumbuh terakselerasi dibandingkan laju pertumbuhan di periode sebelumnya sebesar 13,88% (yoy). Dengan demikian, untuk keseluruhan tahun 2014 sektor industri olahan tercatat tumbuh sebesar 7,74% (yoy), meningkat dibandingkan laju pertumbuhan di tahun 2013 sebesar 4,22% (yoy). Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan di Sulawesi Tenggara didorong oleh meningkatnya kapasitas produksi feronikel di salah satu perusahaan industri pengolahan terbesar di Sulawesi Tenggara, yang pada periode laporan tumbuh positif sebesar 29,82% dibandingkan posisi yang sama di tahun sebelumnya serta meningkatnya kinerja ekspor feronikel tercatat tumbuh sebesar 16,49% (yoy).(Laporan BI 2015)
c. Diversifikasi Ekspor

Komponen ekspor  luar negeri  Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2014 tercatat kembali terkontraksi sebesar 74,95% (yoy). Menurunnya ekspor Sulawesi Tenggara pada periode laporan masih disebabkan sebagai dampak atas pemberlakuan UU Minerba No. 4 Tahun 2009 terkait pelarangan aktivitas ekspor hasil tambang berupa mineral mentah. Komoditas ekspor Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh komoditas bahan tambang mentah yang mayoritas adalah ore nikel terkena dampak secara langsung atas diberlakukannya UU Minerba tersebut. Aktivitas ekspor tambang Sulawesi Tenggara berhenti secara total memasuki bulan Februari tahun 2014 terutama berasal dari perusahaan yang tidak memiliki smelter.
Penurunan komponen ekspor tercermin dari menurunnya volume ekspor di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2014 sebesar  99,72% (yoy).  Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, penurunan kinerja ekspor juga terindikasi dari penurunan ekspor luar negeri yang disebabkan oleh penurunan ekspor hasil tambang sebesar 99,90% (yoy), sementara ekspor komoditas non tambang justru tercatat tumbuh positif sebesar 22,33% (yoy). 

Meskipun demikian, secara triwulanan ekspor Sulawesi Tenggara tercatat mulai berada pada tren yang membaik dan dapat tumbuh positif, yakni sebesar 0,38% (qtq) pada triwulan IV 2014. Mulai tumbuhnya ekspor tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan ekspor aspal Buton.

d. Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Produktivitas Pekerja

Pada triwulan IV 2014,  penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)  dimana indeks penyerapan tenaga kerja  di triwulan IV 2014 mencapai 1,79%, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang sebesar -1,29% (Gambar 3.8). Membaiknya kondisi ketenagakerjaan juga terlihat dari data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, baik dari sisi jumlah orang yang bekerja maupun dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Selama setahun, dari Agustus 2013 sampai dengan Agustus 2014, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 40.188 orang atau tumbuh sebesar 4,03%,yoy (Gambar 3.9 ). Dengan demikian, TPAK di Agustus 2014 mencapai 66,87%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang hanya mencapai 65,91%.
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	Gambar 3.8 
Indeks Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011-2014

Sumber: Bank Indonesia Prov. Sultra, SKDU
	Gambar 3.9 
Pertumbuhan Penduduk Bekerja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014

Sumber: BPS Prov. Sultra (Diolah)


Dilihat secara sektoral, sektor pertanian, sektor jasa dan sektor perdagangan dan rumah makan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Tenggara dengan pangsa masing-masing sebesar 42,62%, 18,89% dan 18,65%  (Gambar 3.10).  Meskipun demikian, peningkatan terbesar terjadi pada sektor konstruksi dengan pertumbuhan tenaga kerja sebesar 12,81% (yoy). Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya kegiatan investasi baik dalam bidang infrastruktur maupun pembangunan smelter nikel. Sebaliknya, penurunan terbesar terjadi di sektor pertambangan sebesar 13,2% (yoy) seiring dengan pembatasan ekspor mineral mentah sesuai dengan UU Minerba tahun 2009 (Gambar 3.11).  
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	Gambar 3.10 
Pangsa Tenaga Kerja Per Sektor 
(Per Agustus 2014)

Sumber: BPS Prov. Sultra (Diolah)
	Gambar 3.11 
Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektoral 
(Per Agustus 2014)

Sumber: BPS Prov. Sultra (Diolah)
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	Gambar 3.12

Pertumbuhan Penduduk Menganggur)

Sumber: BPS Prov. Sultra (Diolah)
	Gambar 3.13

Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja

Sumber: BI Prov. Sultra, Survey Konsumen


Meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, namun jumlah penduduk yang menganggur juga meningkat.  Pada Agustus 2014, jumlah penduduk yang menganggur meningkat sebanyak 2.374 orang, atau sebesar 5,19%,yoy (Gambar 3.12). Karena peningkatan penduduk yang menganggur lebih besar daripada peningkatan penduduk yang bekerja maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara juga meningkat dari 4,38% (Agustus 2013) menjadi 4,43% (Agustus 2014). Bertambahnya penduduk yang menganggur juga tercermin dari jumlah lapangan pekerjaan yang berkurang. Dari hasil Survei Konsumen, masyarakat merasakan bahwa terjadi penurunan ketersediaan lapangan pekerjaan di triwulan IV 2014 (Gambar 3.13). 

Dengan jumlah penduduk bekerja di Sulawesi Tenggara terkonsentrasi di sektor pertanian, maka pekerja yang berada  sektor informal  juga mendominasi struktur ketenagakerjaan di provinsi ini. Pekerja informal dalam perekonomian Sulawesi Tenggara mencapai sebesar 67,86% atau 703.948 orang lebih tinggi dibandingkan Agustus 2013 sebesar 67,44% atau 672.498 orang.  Meskipun demikian, dari sisi kualitas input tenaga kerja mengalami peningkatan. Hal tersebut tercemin dengan pangsa pekerja dengan pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) mencapai 13,27% pada Agustus 2014, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang baru mencapai 13,05% dari keseluruhan penduduk yang bekerja. Selain itu, pekerja yang memiliki pendidikan dasar (SD-SMP) juga semakin berkurang dari 61,23% di Agustus 2013 menjadi 60,85% di Agustus 2014.  
e. Mendorong Pertumbuhan Inklusif

Sulawesi Tenggara telah mencapai prestasi pertumbuhan yang cukup mengagumkan, namun pertumbuhan tersebut masih diwarnai oleh semakin meningkatnya angka ketimpangan. Indeks Gini yang merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat telah meningkat di Sulawesi Tenggara dari 0,35 (tahun 2007) menjadi 0,4 (tahun 2012). Kondisi ini dipertegas dengan temuan lain tentang tidak meratanya proses pertumbuhan antar golongan pendapatan di hampir seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan data Susenas tahun 2009 dan 2011, hampir di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara terlihat bahwa 40 persen rumah tangga termiskin memiliki pertumbuhan pendapatan yang lebih kecil dibanding pertumbuhan pendapatan rata-rata rumah tangga di daerah tersebut, kecuali Kabupaten Konawe Utara.

Dibanding tingkat nasional, pertumbuhan di Sulawesi Tenggara relatif efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT), namun relatif belum efektif terhadap pengurangan kemiskinan. Menggunakan data tahun 2007 sampai 2012, setiap satu persen pertumbuhan di Sulawesi Tenggara diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan secara rata-rata -1,5 poin persen. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata EKP nasional yang sudah mencapai -2,0 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara mampu mengurangi tingkat pengangguran relatif lebih besar dibanding nasional. Menggunakan metode yang sama dengan cara mengukur EKP, setiap satu persen pertumbuhan di Sulawesi Tenggara rata-rata mampu dibarengi dengan penurunan TPT sebesar -2,3 persen, sementara Elastisitas Pengangguran atas Pertumbuhan (EPP) nasional hanya -1,5 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas pertumbuhan di Sulawesi Tenggara relatif lebih pro-job namun kurang pro-poor dibanding pada tingkat nasional. 

Memelihara pertumbuhan pada sektor-sektor yang menjadi lapangan usaha mayoritas masyarakat miskin dapat membantu meningkatkan EKP.   Pada periode tahun 2007-2012, EKP tertinggi di Sulawesi Tenggara terjadi pada tahun 2011 (-2,2 persen), sementara nilai EKP terendah terjadi pada tahun 2009 (-0,6 persen). Pada tahun 2009 beberapa sub-sektor seperti perkebunan, tanaman pangan dan penggalian mengalami kontraksi. Karakteristik tenaga kerja mayoritas yang bekerja di sektor-sektor tersebut adalah tenaga kerja yang berasal dari perdesaan, berpendidikan rendah (SMP ke bawah), pekerja tidak tetap, serta dengan rata-rata upah/gaji bersih yang rendah. Oleh karena itu, kontraksi di sektor-sektor tersebut pada tahun 2009 berdampak cukup signifikan terhadap melambannya EKP di Sulawesi Tenggara. Sementara tingginya EKP pada tahun 2011 disumbang oleh pulihnya sektor-sektor di atas hingga mencapai enam sampai dengan tujuh persen pertumbuhan. 

Orientasi pada peningkatan EKP lebih cepat mengurangi tingkat kemiskinan dibanding orientasi pertumbuhan. Berdasarkan perhitungan proyeksi tingkat kemiskinan untuk tahun 2017 (akhir masa pemerintahan periode 2013-2018) yang didasarkan pada berbagai skenario pertumbuhan ekonomi dan nilai EKP, terlihat bahwa strategi memelihara EKP tinggi (-2,2 persen) lebih memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan dibanding strategi mempertahankan pertumbuhan tinggi (10,4 persen). Pada tahun 2017, dengan skenario EKP terbaik, maka tingkat kemiskinan dapat diturunkan dari 13,3 persen tahun 2012 hingga 5,4 persen tahun 2017 meskipun dengan skenario rata-rata pertumbuhan ekonomi berada pada asumsi terendah (7,3 persen atau pertumbuhan terendah pada periode 2007-2012). Sementara itu, dengan skenario rata-rata pertumbuhan tertinggi (10,4 persen), penurunan tingkat kemiskinan relatif lebih lamban meskipun EKP berada pada posisi moderat (rata-rata periode 2007-2012). Kondisi ideal tentu terdapat pada skenario pertumbuhan tinggi (10,4 persen) dan EKP tinggi (-2,2).
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
a. Tantangan Perekonomian 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penetapan target ekonomi makro akan tetap optimistis, dengan mempertimbangkan realitas dan dinamika  ekonomi global yang terus bergerak, sehingga akan memberi pengaruh positif terhadap ekonomi regional Sulawesi Tenggara, dengan prediksi bahwa kondisi ekonomi pada tahun 2015 dan 2016 akan tetap berkembang walaupun saat ini secara nasional dihadapkan pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang negara lain. Ke depan Pemerintah juga dihadapkan pada akan berlakunya Asean Economy Community 2015. Dengan akan berlakunya penghapusan tarif, maka Indonesia akan berhadapan dengan masalah pada bagaimana industri-industri yang ada tetap dapat tumbuh dan mampu bersaing dengan barang-barang impor yang memasuki pasar Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara.
Tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Sulawesi Tenggara sendiri. Proyeksi perekonomian global dan nasional Tahun 2015 berdasarkan sumber dari IMF, ditunjukan oleh grafik berikut ini
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Gambar 3.14
Proyeksi Perekonomian Global dan Nasional

Sumber: IMF, 2014
Berdasarkan gambar tersebut, kondisi ekonomi internasional dan nasional secara umum diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan meningkat dari 3,3 persen pada 2014 menjadi 3,8 persen pada Tahun 2015. Begitupun dengan Amerika Serikat yang pertumbuhan ekonominya diperkiran akan meningkat dari 2,2 persen menjadi 3,1 persen. Perekonomian Eropa juga akan memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik, LPE positif sebesar 0,8 persen pada Tahun 2014 diperkirakan akan meningkat menjadi 1,3 persen di Tahun 2015. Jepang diperkirakan akan tetap tumbuh stabil di angka 0,8 persen, walaupun dalam dua triwulan terakhir pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi sehingga target tersebut masih dalam skenario pesimis.

Di negara berkembang pertumbuhan PDB secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat dari 4,4 persen pada Tahun 2014 menjadi 5 persen pada Tahun 2015, sedangkan ASEAN diproyeksikan akan mengalami peningkatan dari 4,7 persen menjadi 5,4 persen. Kondisi tersebut jelas sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia karena diharapkan dapat memicu peningkatan ekspor dan investasi di berbai sektor.

Membaiknya kondisi perekonomian secara global, diharapkan mampu mendongkrak kondisi perekonomian Indonesia menuju 5,8% pada Tahun 2015 (ADB, 2014). Angka tersebut mendukung target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam RAPBN 2015 yang berada dikisaran 5,4% - 5,8%. Angka tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang akan berada diatas 6,8% mengingat Sulawesi Tenggara selalu berada di atas nasional dalam hal pencapaian pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan stimulus positif terhadap indikator makro ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan mengingat Sulawesi Tenggara harus berupaya keras untuk dapat memperbaiki Quality of performance (kinerja) yang belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan walaupun pertumbuhan ekonomi relatif tinggi namun masih disertai dengan rendahnya kualitas dari indikator pembangunan yang ada seperti tingginya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Gini Rasio). 
Sehubungan dengan hal itu untuk tetap mempertahankan kondisi perekonomian yang terus bertumbuh, serta meningkatkan daya saing daerah maka pemerintah  dihadapkan pada tantangan untuk terus meningkatkan dan menyiapkan infrastruktur wilayah  melalui ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan listrik dalam rangka untuk menarik investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal dalam Negeri. Sulawesi Tenggara juga dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga atau menciptakan iklim yang kondunsif bagi para investor yang ada dan berminat melakukan investasi. 

b. Prospek Perekonomian
Prospek ekonomi Sulawesi Tenggara berdasarkan beberapa indikator pendukung, hasil survei dan liaison (Beberapa Lembaga Pemerintah: BPS, BI), pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan I 2015 diprakirakan berada pada kisaran 7,2% - 7,6% (yoy)  Peningkatan tersebut diperkirakan didorong oleh peningkatan kinerja sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Hal tersebut juga sejalan dengan perkiraan membaiknya kondisi perekonomian global, khususnya pada negara tujuan ekspor komoditas utama Sulawesi Tenggara.
 Sehubungan dengan hal itu maka perekonomian Sulawesi Tengara diperkirakan tetap akan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016, karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana infrastruktur dasar seperti pelabuhan, listrik dan kualitas jalan yang terus semakin baik, yang dapat membuka aksesibilitas wilayah dalam upaya akselerasi percepatan pembangunan ekonomi daerah. 

2. Kebijakan pengembangan klaster prioritas dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama sektor pertambangan dan pertanian dalam arti luas untuk meningkatkan nilai tambah yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah. 

3. Kebijakan pengembangan daya saing beberapa komoditas unggulan daerah yang semakin baik dengan pembagian beberapa komoditi berdasarkan klaster, seperti pusat industri pertambangan nikel di Konawe Utara, Kolaka Utara dan Bombana, Pusat Industri Kakao di Ladongi Kolaka, pusat pengembangan perikanan terpadu di Wawonii Konawe Kepulauan, pusat pengembangan Industri Semen di Muna dan Pusat Pengembangan Wisata Wakatobi.

3.1.3 Target Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 dan Tahun 2016
Perkembangan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014, yang menunjukkan perkembangan yang berkualitas dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini ditandai dengan capaian-capaian indikator makro ekonomi yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkualitas minimal mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan mengurangi pengangguran serta mengurangi tingkat kemiskinan sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian Sulawesi Tenggara sebagaimana Visi Pembangunan Daerah 2013-2018.

Mempertahankan pertumbuhan di atas rata-rata delapan persen merupakan tantangan pembangunan perekonomian Sulawesi Tenggara. Dalam Bidang Ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas delapan persen yang sudah dicapai pada tahun 2010 dan di atas sepuluh persen tahun 2012. Namun pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga mencapai 6,24 persen. Hal ini penting dilakukan untuk dapat mengejar ketertinggalan di Bidang Ekonomi yang saat ini masih relatif kecil dibanding rata-rata provinsi secara nasional. Sebagaimana rekomendasi World Bank dalam laporan Public Expenditure Analysis tahun 2014 untuk memelihara stabilitas pertumbuhan di atas rata-rata delapan persen, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut :

Proyeksi indikator makro ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Indikator Makro Tahun 2013-2014 dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun  2015-2016 Provinsi Sulawesi Tenggara
	No.
	Indikator Makro Ekonomi
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016

	1.
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
	7,28
	6,24
	7,20 - 7,60
	8,00 - 8,40

	2.
	PDRB Per Kapita
	
	
	
	

	
	a. Atas Harga Berlaku (Juta Rupiah)
	15,52
	17,01
	17,50
	18,00

	
	b. Atas Harga Konstan (Juta Rupiah)
	6,04
	6,27
	7,00
	7,50

	3.
	Tingkat Inflasi
	4,03
	2,23
	3,00 -4,00
	4,00 - 4,50

	4.
	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (%)
	
	
	
	

	
	a. Konsumsi Rumah Tangga
	51,86
	52,85
	51,00
	50,00

	
	b. Konsumsi Pemerintah
	21,15
	21,70
	21,00
	20,00

	
	c. PMTB
	33,77
	33,84
	34,00
	35,00

	
	d. Ekspor Netto
	(6,78)
	(10,36)
	(5,00)
	(4,00)

	5.
	Jumlah Penduduk Miskin (%)
	13,06
	12,83
	13,00 -12,50
	12,50 -11,50

	6.
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	4,04
	4,46
	4,00 -3,50
	3,50 - 3,00


Sumber : BPS Prov. Sultra (diolah), 2014

Berdasarkan tabel di atas, bahwa target indikator makro dapat dicapai dengan beberapa pertimbangan dan asumsi, yaitu sebagai berikut:

a. Ketersediaan sumberdaya alam yang cukup potensial terutama pertanian dalam arti luas sangat penting ditingkatkan baik produksi maupun produktifitasnya maupun pertambangan terutama nikel, emas dan aspal perlu dikelola dengan baik dalam upaya peningkatan nilai tambah sehingga diharapkan terbangunnya industri pengolahan komoditas tersebut, yang dapat memberikan multiplayer efek bagi perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Peningkatan infrastruktur publik berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, listrik dan air bersih, dapat membuka aksesibilitas barang dan jasa sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

c. Kegiatan investasi semakin meningkat terutama sektor swasta yang ditunjukkan oleh peningkatan pembentukan modal tetap bruto, yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah  perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis  keuangan daerah  yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. 

  Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.  

   Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD,  keuangan daerah  dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. 

3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan Kerangka Pendanaan
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2013 s.d 2017
	No.
	Uraian
	Jumlah

	
	
	Realisasi Tahun

(2013)
	Realisasi Tahun

(2014)
	Tahun Berjalan (2015)
	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 

(2016)
	Proyek/Target pada Tahun (2017)

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	514.778.927.066,56
	599.942.751.257,23
	659.937.026.382,95
	725.930.729.021,25
	798.523.801.923,37

	1.1.1
	Pajak Daerah
	408.107.145.035,00
	457.838.379.672,00
	503.622.217.639,20
	553.984.439.403,12
	609.382.883.343,43

	1.1.2
	Retribusi Daerah
	24.471.158.962,00
	18.244.034.338,00
	20.068.437.771,80
	22.075.281.548,98
	24.282.809.703,88

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	23.843.794.855,00
	23.315.540.453,00
	25.647.094.498,30
	28.211.803.348,13
	31.032.984.342,94

	1.1.4
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	58.356.828.214,56
	100.544.796.794,23
	110.599.276.473,65
	121.659.204.121,02
	133.835.124.533,12

	1.2
	Dana Perimbangan
	1.160.895.854.568,00
	1.236.016.679.241,00
	1.385.911.141.065,10
	1.524.502.255.171,61
	1.676.952.480.688,77

	1.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
	126.593.343.568,00
	123.630.558.241,00
	135.993.614.065,10
	149.592.975.471,61
	164.552.273.018,77

	1.2.2
	Dana Alokasi Umum
	981.035.741.000,00
	1.053.363.011.00,00
	1.176.423.577.000,00
	1.294/065.934.700,00
	1.423.472.528.170,00

	1.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	53.266.770.000,00
	58.750.010.000,00
	73.493.950.000,00
	80.843.345.000,00
	88.927.679.500,00

	1.3
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	296.806.997.000,00
	353.600.427.500,00
	408.178.800.000,00
	448.996.680.000,00
	493.896.348.000,000

	1.3.1
	Hibah
	5.803.792.000,00
	39.888.080.000,00
	-
	-
	-

	1.3.2
	Dana Darurat
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	291.003.205.000,00
	313.712.347.500,00
	408.178.800.000,00
	448.966.680.000,00
	493.896.348.000,00

	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
	1.972.481.778.634,56
	2.189.599.757.998,23
	2.454.026.967.448,05
	2.969.372.630.612,14
	2.969.372.630.612,14


Sumber : BPKAD 2015

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari (1) Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;  (2) Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, terdiri dari hibah.
Seiring dengan tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan umum pendapatan  yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016, adalah sebagai berikut :
1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang berfungsi pelayanan publik yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah. 

2. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam khususnya di sektor pertambangan dan penggalian, peningkatan sektor pertanian dalam arti luas melalui peningkatan nilai tambah komoditi tersebut.

3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan (pajak rokok, pajak ekspor/perusahaan), serta peningkatan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional serta peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui pinjaman kepada pemerintah pusat. 

4. Peningkatan dana bagi hasil pajak maupun non pajak/sumberdaya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/ lembaga dalam membayar pajak dan restribusi.
Secara keseluruhan target pendapatan daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.2.969.372.630.612,14 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.269.942.966.419,29 dari target tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :
1) Target   Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 ditargetkan sebesar  Rp.798.523.801.923,37 dengan rincian sebagai berikut : 

a) Pajak daerah sebesar Rp.609.382.883.343,43
b) Retribusi daerah sebesar Rp.24.282.809.703,88
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar                 Rp.31.032.984.342,94
d) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.133.825.124.533,12
Kenaikan PAD terbesar berasal dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga dari para investor di Bidang Pertambangan dan yang lainnya.

2) Target  Dana Perimbangan
Target Dana perimbangan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.676.952.480.688,77 yang berasal dari Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum (DAU)  dan Dana alokasi khusus (DAK). 

Target Pendapatan dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp.164.552.273.018,77. Adapun Pendapatan bersumber dari DAU dan DAK untuk Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp.1.423.472.528.170,00  untuk DAU sedangkan DAK ditargetkan sebesar Rp.88.927.679.500,00.
3) Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun anggaran 2017 Provinsi Sulawesi Tenggara ditarget memperoleh tambahan pendapatan yang bersumber dari lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang berupa dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp.493.896.348.000,00.
Untuk mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2017, maka kebijakan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kewenangan dalam penetapan tarif, peningkatan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan.

2. Peningkatan potensi pajak sebenarnya dalam upaya meningkatkan pajak dan retribusi daerah.

3. Meningkatkan kapasitas fiskal melalui pemanfataan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan pemanfaataan potensi ekonomi daerah.

4. Meningkatkan pengelolaan Aset daerah melalui Sensus barang daerah yang memiliki  nilai ekonomis secara efektif dan efisien.

5. Meningkatkan kinerja pengelolaan perusahaan daerah melalui efisiensi dan efektifitas manajemen.    

6. Optimalisasi sumbangan pihak ketiga melalui pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan. 

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum komponen belanja dalam APBD dibagi dalam dua kelompok, yakni Belanja tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan SKPD yang berpengaruh terhadap prestasi kerja yang susah diukur. Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program-program dan kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja yang dapat terukur. Pengelolaan belanja langsung pada prinsipnya dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dimana setiap alokasi belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau pencapaian hasil yang diharapkan. 
Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2015 dan Proyeksi/Target Belanja Daerah 
Tahun 2016-2017
	No.
	Uraian
	Jumlah

	
	
	

	
	
	Realisasi Tahun 
(2013)
	Realisasi Tahun (2014)
	Tahun Berjalan (2015)
	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2016)
	Proyeksi/ Target pada Tahun (2017)

	2.1
	Belanja Tidak Langsung

	2.1.1
	Belanja Pegawai
	493.845.678.397,00
	517.025.977.464,00
	588.086.042.591,30
	646.894.646.850,43
	711.584.111.535,47

	2.1.3
	Belanja Bunga
	18.329.791.536,55
	-
	34.375.000.000,00
	37.812.500,00
	41.593.750.000,00

	2.1.4
	BelanJa Subsidi
	-
	-
	
	-
	-

	2.1.5
	Belanja Hibah
	295.628.063.500,00
	324.556.945.982,00
	373.960.691.350,00
	411.345.681.285,00
	452.480.249.413,50

	2.1.6
	Belanja Bantuan Sosial
	-
	-
	-
	
	-

	2.1.7
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota & Pemerintah Desa
	214.814.429.291,31
	203.217.977.515,75
	328.553.528.459,20
	361.408.881.305,12
	397.549.769.435,63

	2.1.8
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota & Pemerintah Desa
	96.245.017.746,27
	104.700.708.916,00
	123.184.446.337,50
	135.500.690.971,25
	149.050.760.068,38

	2.1.9
	Belanja Tidak Terduga
	3.953.070.000,00
	-
	23.100.000.000,00
	25.410.000.000,00
	27.951.000.000,00

	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
	1.122.816.050.471,13
	1.149.501.609.877,75
	1.471.247.636.738,00
	1.618.372.400.411,80
	1.780.209.640.452,98

	2.2
	Belanja Langsung

	2.2.1
	Belanja Pegawai
	62.478.168.794,00
	8.950.000,00
	47.616.625.791,00
	52.378.288.370,10
	57.616.117.207,11

	2.2.2
	Belanja Barang & Jasa
	259.288.589.528,00
	2.766.312.845,00
	349.720.668.930,00
	384.692.735.823,00
	423.162.009.405,30

	2.2.3
	Belanja Modal
	430.713.035.467,00
	-
	575.381.272.080,00
	632.919.399.288,00
	696.211.339.216,80

	JUMLAH BELANJA  LANGSUNG
	752.479.793.789,00
	2.775.262.845,00
	972.718.566.801,00
	1.069.990.423.481,10
	1.176.989.829,21


Sumber : BPKAD Prov. Sultra, 2015

Belanja daerah pada tahun anggaran 2017 diarahkan pada pemanfaatan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang melekat pada urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Target belanja daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar                               Rp.2.957.199.106.282,19 terdiri dari : Belanja tidak langsung sebesar                  Rp.1.780.209.640.452,98 yang dialokasikan untuk Belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan PNS), Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa, serta Belanja tidak terduga. Sementara belanja langsung pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.1.176.989.465.829,21 yang dialokasikan untuk Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja modal dalam rangka membiayai program dan kegiatan prioritas pada tahun 2016.
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. 

Perkiraan  sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, proyeksi/target tahun 2016 serta 2017 disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2013-2015 dan 
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 206-2017
	No
	Uraian
	Jumlah

	
	
	

	
	
	Realisasi 
Tahun 
(2013)
	Realisasi 
Tahun 
(2014)
	Tahun Berjalan (2015)
	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2016)
	Proyek/Target pada Tahun (2017)

	3.1
	Penerimaan Pembiayaan

	3.1.1
	Silpa tahun anggaran yang sebelumnya
	96.987.918.216,59
	317.828.055.920,00
	91.005.134.106,00
	95.555.390.811,30
	105.110.929.892,00

	3.1.2
	Pencairan dana cadangan
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.3
	Hasil penjualan kekayaan daerah
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.4
	Penerimaan pinjaman
	106.017.751.874,00
	13.175.960.925,00
	59.500.000.000,00
	62.475.000.000,00
	68.722.500.000,00

	3.1.5
	Penerimaan kembali penerimaan pinjaman
	674.000.000,00
	-
	-
	-
	-

	3.1.6
	Penerimaan piutang daerah
	-
	-
	-
	-
	-

	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	203.679.670.090,59
	331.064.016.845,04
	150.505.134.106,00
	158.030.390.811,30
	173.833.429.892,43


Sumber : BPKAD Prov. Sultra, 2015

	
	

	rkpd prov. sultra tahun 2016
	- 232 -



[image: image1][image: image12.png]12%
10%

bekksusgse




[image: image13.png]5,80%
5,40% 5,30%

5,00%
4,70%
4,40%
3,80%
3,30%
3,10%
o
1,30%
0,80% 0,80% g 809,
DUNIA USA EROPA JEPANG NEGARA ASEAN INDONESIA
BERKEMBANG

2014 2015



[image: image14.png]SEEEEE R
:

*
3

IR AR RN

s EEEELE

30
e




[image: image15.png]seranan




[image: image16.png]70.000.000

60.000.000

27.227.600

27.898.900

50.000.000

23.338.00

25.758.100

21.573.100
40.000.000
30.094.400 52-115-100
20000.000 27.902.200
000 24.302.100 —
21.573.100
20.000.000
10.000.000
’ 2010 2011 2012 2013 2014
——ADHK 21.573.1 | 23.338.0 | 25.758.1  27.227.6 | 27.898.9
——ADHB| 21.573.1  24.302.1 | 27.902.2 | 30.094.4  32.115.1




[image: image17.png]69,13

51,45 52,38 53,56
38,45
avLss 33,77
% 28,31 V 26,21
21,65
2012 2013 2014
# Pengeluaran Konsumsi RT =Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

4 Pembentukan PMTB HEkspor Netto




[image: image18.png]3,87

2010

5,09

2011

5,25

2012

2013

7,39

2014




[image: image19.png]71,84
\

A
70,2/
AN

69,79 __—

71,42
/

67,35

66,87

65,79
|

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014




[image: image20.png]5,73

2008

474 —— 4 61

3,06
2009 2010 2011

4,10 e 4,3

/

2012

8§ —14,43

2013 2014




